
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

5.1.1. Tingkat kesadaran hukum pemilik rumah makan terhadap pendaftaran 

hak merek dan sertifikasi halal di Kota Padang menunjukkan bahwa 

sebagian besar pemilik rumah makan sebenarnya telah memiliki 

pengetahuan mengenai pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal. 

Namun, pemahaman hukumnya masih terbatas, sehingga pengetahuan 

tersebut belum diikuti dengan penguasaan yang memadai terkait 

prosedur, manfaat, dan konsekuensi hukum. Dari sisi sikap, sebagian 

pemilik rumah makan bersikap positif dan menilai bahwa pendaftaran 

hak merek dan sertifikasi halal penting untuk keberlangsungan usaha. 

Namun, ada juga yang bersikap pasif dan bahkan negatif. Akan tetapi, 

dalam aspek perilaku, hanya sedikit yang benar-benar merealisasikan 

sikap positif tersebut melalui tindakan nyata. Mayoritas pemilik rumah 

makan masih belum aktif dalam melaksanakan kewajiban. Kondisi ini 

menggambarkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan sikap 

dengan praktik yang dilakukan dalam pengelolaan usaha.    

5.1.2. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pemilik rumah makan 

terhadap pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal di Kota Padang 

sebagai berikut, kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum, 

sikap acuh dan tak berminat, tidak adanya waktu dan niat, biaya yang 

mahal, prosedur yang dianggap rumit dan berbelit, Persepsi negatif 

terhadap kebijakan pemerintah, anggapan bahwa usaha masih 

tergolong baru, dan terkendala nama usaha sudah didaftarkan orang 

lain. Delapan faktor tersebut yang menjadi hambatan dalam 

pengurusan pendaftaran hak merek dan sertifkasi halal. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, sebagai penutup dari skripsi ini maka 

penulis akan memberikan saran sebagai berikut:  

5.2.1. Agar pemilik rumah makan tidak hanya berhenti pada pengetahuan 

semata, tetapi juga meningkatkan pemahaman hukumnya. Hal ini dapat 

dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, atau pendampingan hukum 

sehingga pengetahuan yang dimiliki dapat diwujudkan dalam perilaku 

nyata berupa pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal. 

5.2.2. Perlu adanya upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, 

seperti menyederhanakan prosedur pendaftaran, memberikan 

keringanan biaya, serta meningkatkan pelayanan instansi terkait. 

Selain itu, pemerintah daerah dan lembaga berwenang juga diharapkan 

memperkuat program sosialisasi agar persepsi negatif dan sikap acuh 

dari pemilik usaha dapat diminimalisasi, sehingga mereka lebih 

termotivasi untuk melaksanakan kewajiban hukum. 
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